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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Nelayan di Desa Popareng, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat nelayan yang masih menghadapi
keterbatasan alat tangkap, teknologi, modal, serta sarana pendukung kegiatan
penangkapan ikan. Pemerintah Desa Popareng melaksanakan program
pemberdayaan masyarakat nelayan yang bersumber dari Dana Desa dan diarahkan
untuk mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat
nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian
data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis menggunakan teori
implementasi kebijakan George C. Edward lll yang meliputi empat aspek, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat
bagi masyarakat nelayan. Komunikasi dan koordinasi telah berjalan, sumber daya
manusia mendukung pelaksanaan, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan
keadilan, sedangkan struktur birokrasi didukung pembagian tugas yang jelas.
Namun, masih terdapat kendala berupa sulitnya komunikasi saat peminjaman alat
serta keterbatasan dana pemeliharaan dan perbaikan alat bantuan.
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Pendahuluan

Dalam upaya  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat nelayan,
pemerintah desa melaksanakan
berbagai program pemberdayaan
masyarakat nelayan. Pemberdayaan
masyarakat merupakan upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian
masyarakat melalui bantuan,
pelatihan, maupun pengembangan
kapasitas masyarakat sesuai dengan
potensi yang dimiliki. Program
pemberdayaan diharapkan mampu
membantu masyarakat nelayan
meningkatkan produktivitas,
keterampilan, taraf  hidup
masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan
awal di Desa Popareng, pelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat
nelayan masih menghadapi beberapa
kendala. Beberapa permasalahan
yang ditemukan antara lain kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap
program yang diberikan, keterbatasan
pendampingan dari pemerintah desa,
serta belumoptimalnya evaluasi
terhadap  keberlanjutan  program.
Kondisi tersebut menyebabkan
pelaksanaan program pemberdayaan
belum  sepenuhnya  memberikan
dampak  yang maksimal bagi
masyarakat nelayan.

Keberhasilan  suatu  program
pemberdayaan tidak hanya ditentukan
oleh adanya kebijakan atau bantuan
yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi
oleh bagaimana implementasi program
tersebut dilaksanakan. Implementasi
program merupakan tahap penting
dalam mencapai tujuan kebijakan,
karena pelaksanaan yang tidak optimal
dapat menyebabkan program tidak
berjalan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu,
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diperlukan implementasi program yang
baik agar program pemberdayaan
masyarakat nelayan dapat berjalan
secara efektif dan tepat sasaran.
Pemberdayaan masyarakat
nelayan juga memiliki dasar hukum
yang kuat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan Pasal 43 dan
Pasal 44: Mengamanatkan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
(termasuk pemerintah desa sesuai

kewenangannya) menyelenggarakan
pemberdayaan nelayan melalui
penyediaan sarana/prasarana,
permodalan, dan peningkatan

kapasitas usaha kemudian Pasal 71
dan Pasal 72: Memberikan dasar
hukum bagi masyarakat nelayan untuk
berpartisipasi langsung dalam
penyusunan perencanaan dan
pengawasan program pemberdayaan

Selain itu, pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat nelayan di
tingkat desa juga didukung oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa pasal 19 huruf b: yang
memberikan kewenangan kepada
pemerintah desa untuk mengelola
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan kebutuhan

serta potensi lokal desa. Melalui
kewenangan lokal berskala desa,
yang didalamnya termasuk

kewenangan untuk mengatur program
pemberdayaan masyarakat di tingkat
desa. Melalui kewenangan tersebut
pemerintah desa dapat
mengalokasikan Dana Desa untuk
mendukung program-program yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, termasuk masyarakat
nelayan. Dalam konteks Desa
Popareng, program pemberdayaan

nelayan menjadi salah satu prioritas



yang disepakati melalui Musyawarah
Desa (Musdes) dan dialokasikan
dalam pos ketahanan pangan.
Kebijakan ini  didasarkan pada
pertimbangan bahwa sektor perikanan
merupakan mata pencaharian utama
sebagian masyarakat Desa Popareng
sehingga perlu didukung melalui
penyediaan sarana dan prasarana

yang dapat meningkatkan
produktivitas serta  kesejahteraan
nelayan..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif. Penelitian
ini dilaksanakan di Desa Popareng,
Kecamatan Tatapaan, Kabupaten
Minahasa Selatan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada

"Implementasi pemberdayaan
masyarakat nelayan di  Desa
Popareng, Kecamatan Tatapaan,
Kabupaten Minahasa Selatan".
Penelitian ini tidak menitikberatkan
pada pengukuran hasil secara
kuantitatif, melainkan pada proses

pelaksanaan program pemberdayaan
serta faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilannya di tingkat
pelaksanaan.
Berdasarkan teori implementasi

kebijakan Edward lll, fokus penelitian

ini dibatasi pada empat aspek utama,

yaitu:

1. Komunikasi, yaitu bagaimana
penyampaian informasi mengenai

program pemberdayaan
masyarakat nelayan dilakukan
oleh pihak pelaksana kepada
masyarakat nelayan, termasuk
kejelasan informasi, konsistensi
penyampaian, dan tingkat

pemahaman masyarakat terhadap
program tersebut.

2. Sumber Daya, yang meliputi
ketersediaan sumber daya
manusia, anggaran, sarana dan
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prasarana, serta kemampuan
teknis yang mendukung
pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat

nelayan di Desa Popareng.

3. Sikap Pelaksana, yaitu sikap,
komitmen, tanggung jawab, dan
keseriusan aparat atau pihak
pelaksana dalam menjalankan
program pemberdayaan sesuai
dengan tujuan yang telah
ditetapkan.

4. Birokrasi, yang berkaitan dengan
struktur organisasi, prosedur kerja,
serta  mekanisme  koordinasi
antarinstansi yang terlibat dalam

pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat
nelayan

Teknik pengumpulan data merupakan
cara yang digunakan oleh peneliti
untuk  mengumpulkan  data-data
penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi
Sumber data dalam penelitian ini
Adalah data primer dan data sekunder.
Analisis data kualitatif dilakukan secara
induktif, dimana penelitian dimulai dari
fakta empiris (observasi) bukan dari
deduksi teori (pembangunan konsep).
Peneliti melakukan penelitian langsung
ke lapangan, data yang diperoleh
dipelajari dan  dianalisis serta
ditafsirkan yang kemudian ditarik
kesimpulan dari fenomena yang
didapat dari penelitian di lapangan.
Analisis data memiliki beberapa
prosedur, yaitu: reduksi data (data

reduction), penyajian data (data
display), penarikan Kesimpulan.
Pembahasan

1.Komunikasi (Communication)

Dalam variabel komunikasi, hasil
penelitian menunjukkan bahwa

implementasi Program Pemberdayaan



Masyarakat Nelayan di Desa Popareng
telah didukung oleh komunikasi dan
koordinasi yang cukup baik antara
pemerintah desa dengan masyarakat
nelayan. Penyampaian informasi
mengenai program dilakukan melalui
komunikasi langsung antara
pemerintah desa dan masyarakat,

sehingga masyarakat dapat
mengetahui tujuan serta pelaksanaan
program pemberdayaan yang

diberikan. Selain itu, komunikasi antar
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
program  juga berjalan  melalui
koordinasi dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab masing-masing.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa
masyarakat nelayan telah mengetahui
adanya program pemberdayaan yang
dilaksanakan oleh pemerintah desa
dan memahami manfaat dari program
tersebut. Penyampaian informasi yang
dilakukan pemerintah desa membantu
masyarakat dalam memahami
penggunaan serta pemanfaatan
bantuan yang diberikan. Masyarakat

juga dapat berkomunikasi dengan
pemerintah desa apabila
membutuhkan informasi  maupun
pelayanan terkait pelaksanaan
program.

Namun demikian, penelitian ini juga
menemukan adanya kendala dalam
aspek komunikasi, khususnya dalam
proses pelayanan peminjaman alat

bantuan. Masyarakat  terkadang
mengalami kesulitan untuk
berkomunikasi  langsung  dengan

Hukum Tua ketika ingin meminjam alat
karena Hukum Tua tidak selalu berada
di tempat. Kondisi tersebut
menyebabkan proses peminjaman alat
menjadi terhambat dan masyarakat
harus menunggu hingga dapat
melakukan komunikasi dengan pihak
yang berwenang.
Jika dikaitkan
implementasi

dengan teori
kebijakan George C.
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Edward Ill, variabel komunikasi
menekankan pentingnya penyampaian
informasi yang jelas, konsisten, dan
mudah diakses oleh  kelompok
sasaran. Berdasarkan hasil penelitian,
komunikasi dalam implementasi
Program Pemberdayaan Masyarakat
Nelayan di Desa Popareng telah
berjalan dengan cukup baik, namun
masih diperlukan peningkatan dalam
kemudahan akses komunikasi dan
pelayanan kepada masyarakat agar
pelaksanaan program dapat berjalan
lebih efektif dan optimal.

2. Sumber Daya (Resources)

Dalam variabel sumber daya, hasil
penelitian menunjukkan bahwa
implementasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Nelayan di Desa Popareng
telah didukung oleh sumber daya
manusia yang terlibat dalam
pelaksanaan program. Pemerintah
desa bersama pihak terkait berperan
dalam menjalankan program, mulai
dari pengelolaan bantuan, pelayanan
kepada masyarakat, hingga
pengawasan terhadap pemanfaatan
alat bantuan oleh masyarakat nelayan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bantuan yang diberikan pemerintah
desa telah membantu masyarakat
nelayan dalam menunjang aktivitas
pekerjaan mereka sehari-hari.
Masyarakat merasakan manfaat dari
adanya bantuan tersebut karena dapat
mendukung kegiatan nelayan dalam
meningkatkan produktivitas  dan
kesejahteraan mereka. Namun, dalam
pelaksanaannya  masih  terdapat
kendala terkait sumber  daya
pendukung, khususnya dalam aspek
anggaran untuk pemeliharaan sarana
bantuan.

Penelitian ini menemukan bahwa
belum tersedianya dana untuk
melakukan perbaikan terhadap alat-
alat bantuan yang telah mengalami
kerusakan menjadi salah  satu



hambatan dalam pelaksanaan
program. Kondisi tersebut
menyebabkan beberapa alat tidak
dapat digunakan secara optimal
sehingga mengurangi manfaat
bantuan yang diterima oleh
masyarakat nelayan. Hal ini
menunjukkan bahwa ketersediaan
sumber daya tidak hanya berkaitan
dengan pemberian bantuan, tetapijuga
mencakup kemampuan dalam
melakukan pemeliharaan dan
perawatan terhadap fasilitas yang telah
tersedia.

Jika dikaitkan
implementasi kebijakan George C.
Edward Ill, variabel sumber daya
menjadi salah satu faktor penting yang
menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan, baik dari segi
sumber daya manusia, anggaran,
maupun sarana pendukung.
Berdasarkan hasil penelitian, sumber
daya dalam implementasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di
Desa Popareng telah mendukung
pelaksanaan program, namun masih
diperlukan perhatian dalam
penyediaan anggaran pemeliharaan

dengan teori

agar alat bantuan dapat terus
dimanfaatkan secara optimal oleh
masyarakat nelayan.

3. Disposisi (Disposisition)

Dalam  variabel disposisi, hasil
penelitian menunjukkan bahwa
pemerintah desa memiliki sikap dan
komitmen yang baik dalam
melaksanakan Program

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di
Desa Popareng. Komitmen tersebut
terlihat dari upaya pemerintah desa
dalam menjalankan program,
memberikan pelayanan kepada
masyarakat, serta memastikan
bantuan yang diberikan dapat
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
program pemberdayaan.
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa
pemerintah desa telah memberikan
pelayanan secara adil kepada
masyarakat nelayan, khususnya dalam
proses peminjaman alat bantuan.
Masyarakat diberikan kesempatan
yang sama untuk memanfaatkan alat
yang tersedia dan tidak terdapat
perlakuan pilih kasih dalam proses
peminjaman. Hal tersebut
menunjukkan adanya sikap tanggung
jawab, keterbukaan, dan komitmen
dari pelaksana program dalam
menjalankan program sesuai dengan
kepentingan masyarakat.

Meskipun  demikian, pelaksanaan
program tetap perlu dipertahankan dan
ditingkatkan agar sikap positif dari
pelaksana dapat terus mendukung
keberlanjutan program pemberdayaan
masyarakat nelayan. Dengan adanya
komitmen dan pelayanan yang baik
dari pemerintah desa, masyarakat
dapat lebih percaya dan berpartisipasi
dalam memanfaatkan program yang
diberikan.

Jika dikaitkan dengan teori
implementasi kebijakan George C.
Edward lll, disposisi berkaitan dengan
sikap, komitmen, dan kemauan
pelaksana dalam menjalankan
kebijakan. Berdasarkan hasil
penelitian, aspek disposisi dalam
implementasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Nelayan di Desa Popareng
telah berjalan dengan baik karena
adanya tanggung jawab dan sikap adil

dari pemerintah desa dalam
melaksanakan program  sehingga
tujuan pemberdayaan masyarakat
nelayan dapat tercapai.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic
Structure)

Dalam variabel disposisi, hasil
penelitian menunjukkan bahwa

pemerintah desa memiliki sikap dan
komitmen yang baik dalam
melaksanakan Program



Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di
Desa Popareng. Komitmen tersebut
terlihat dari upaya pemerintah desa
dalam menjalankan program,
memberikan pelayanan kepada
masyarakat, serta memastikan
bantuan yang diberikan dapat
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
program pemberdayaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa
pemerintah desa telah memberikan
pelayanan secara adil kepada
masyarakat nelayan, khususnya dalam
proses peminjaman alat bantuan.
Masyarakat diberikan kesempatan
yang sama untuk memanfaatkan alat
yang tersedia dan tidak terdapat
perlakuan pilih kasih dalam proses
peminjaman. Hal tersebut
menunjukkan adanya sikap tanggung
jawab, keterbukaan, dan komitmen
dari  pelaksana program dalam
menjalankan program sesuai dengan
kepentingan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan
program tetap perlu dipertahankan dan
ditingkatkan agar sikap positif dari
pelaksana dapat terus mendukung
keberlanjutan program pemberdayaan
masyarakat nelayan. Dengan adanya
komitmen dan pelayanan yang baik
dari pemerintah desa, masyarakat
dapat lebih percaya dan berpartisipasi
dalam memanfaatkan program yang
diberikan.

Jika dikaitkan dengan teori
implementasi kebijakan George C.
Edward lll, disposisi berkaitan dengan
sikap, komitmen, dan kemauan
pelaksana dalam menjalankan
kebijakan. Berdasarkan hasil
penelitian, aspek disposisi dalam
implementasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Nelayan di Desa Popareng
telah berjalan dengan baik karena
adanya tanggung jawab dan sikap adil
dari pemerintah desa dalam
melaksanakan program sehingga
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tujuan pemberdayaan
nelayan dapat tercapai.
Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa implementasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di
Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan
telah berjalan dengan baik dan
didukung oleh komunikasi serta
koordinasi antara pemerintah desa dan
masyarakat, sumber daya manusia
yang terlibat dalam pelaksanaan
program, disposisi pemerintah desa
yang menunjukkan komitmen dan
sikap adil dalam  memberikan
pelayanan, serta struktur birokrasi
yang mendukung melalui pembagian
tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Namun demikian, dalam
pelaksanaannya masih  terdapat
beberapa kendala, seperti kesulitan
komunikasi masyarakat  dengan
Hukum Tua ketika membutuhkan
pelayanan peminjaman alat serta
belum tersedianya dana untuk
melakukan perbaikan terhadap alat-
alat bantuan yang mengalami
kerusakan.

Oleh karena

masyarakat

itu, diperlukan
peningkatan pengelolaan program,
terutama dalam memperkuat
mekanisme pelayanan, menyediakan
dukungan anggaran untuk
pemeliharaan alat, serta
mempertahankan koordinasi yang
telah berjalan dengan baik agar
implementasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Nelayan di Desa Popareng
dapat berlangsung secara lebih efektif
dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Program
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di
Desa Popareng telah memberikan
manfaat bagi masyarakat, terutama
dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan nelayan. Oleh karena
itu, diperlukan peningkatan dukungan



anggaran, pemeliharaan sarana
bantuan, serta perbaikan mekanisme
pelayanan agar program dapat
berjalan secara optimal dan
berkelanjutan.

Saran

Diharapkan dapat terus meningkatkan
peran dan dukungannya dalam

pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Nelayan, baik melalui
peningkatan koordinasi dengan
masyarakat maupun  penyediaan
fasilitas pendukung program.
Pemerintah desa juga perlu
memperhatikan pemeliharaan alat-alat
bantuan yang telah diberikan agar

tetap dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat nelayan. Selain itu,
peningkatan pelayanan dan
keterbukaan  dalam  pengelolaan
program perlu terus dilakukan agar
pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat nelayan dapat berjalan

lebih  efektif, berkelanjutan, dan
mampu memberikan manfaat yang
lebih  besar bagi kesejahteraan
masyarakat Desa Popareng.
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